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Mengingat:

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINS] KEPULAUAN RIAU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

v .

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda
tentang APBD disertai penjelasan dan dolumen-dokumen
pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangar,

bahwa rancangan Perda tentang APBD yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 vang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran
2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharzan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 433535);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438});

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5049);

Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 5587 scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan lLayanan  Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah’ kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4623);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedus atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5107},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 604 1),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomaor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
MEMUTUSKAN:

fenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINS! KEPULAUAN RIAU TAHUN
ANGGARAN 2022,

Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau,

_Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otoncmi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1G45.

,Pemerintah  Daecrah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah vang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2
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1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah.

| APBD Tahun Angparan 2022 berjumlah Rp3.870.323.080.509 terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah dengan
rincian sebagai berikut:

APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp3.870.323.080.509 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan DOasrah Rp 3.480.323.080.509
2. Belanja Daerah Rp 3.870.323.080.509(-)
Defisit Rp (390.000,000,000)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp 390.000.000,000
b. Pengeluaran Rp 0 (-]
Pembiavaan Netto Rp  390.000.000.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp 0
Pasal 3

\PEBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.870.323.080.509 (tiga
iliun delapan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan
uhuh ribu lima ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

. pendapatgn asli Daerah;

b, pendapatan transfer; dan

¢. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4
(1] Pendapatan asli dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a

direncanakan sebesar Rpl. 348 493.617.641 (satu triliun tiga ratus empat
puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta ¢nam ratus
tujuh belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

¢. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

(2] Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
direncanakan sebesar Rpl.150.224.138.161 (satu triliun seratus lima
puluh miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh delapan
ribu seratus enam puluh satu rupiah).




3 Retribusi Daerah secbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
direncanakan sebesar Rp69.994.479.480 (enam puluh sembilan miliar
sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh
sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah),

4y Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ direncanakan sebesar Rp9.150.000.000
(sembilan miliar seratus lima puluh juta rupiah).

5 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) hurufl d direncanakan sebesar Rp119.125.000.000 ([seratus
sembilan belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 5
ndapatan transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
rencanakan sebesar Rp2.130.568.412.868 (dua triliun seratus tiga puluh
iliar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu
lapan ratus cnam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pendapatan

ansfer pemerintah pusat.

Pasal 6
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl1.261.050.000 (satu miliar dua ratus enam
puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan hibah.

Pasal 7

APBD Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp3.870.323.080.509 (tiga
triliun delapan ratus tujuh puluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta
delapan puluh ribu lima ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja modal;

¢, belanja tidak terduga; dan

d. belanja transler.

Pasal B
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp2.811,591.424.250 (dua triliun delapan ratus




sebelas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua

puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdin atas:

a. belanja pegawai,

. b, belanja barang dan jasa;

¢. belanja hibah; dan

d. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.129.941,596.804 (satu triliun seratus dua puluh
sembilan miliar sembilan ratus empat puluh).

| Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b

direncanakan sebesar Rpl.397.037.002.113 (satu triliun tiga ratus

sembilan puluh tujuh miliar tga puluh tujuh juta dua ribu seratus tiga
belas rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c

direncanakan sebesar Rp283.652.601.833 (dua ratus delapan puluh tga

miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus satu ribu delapan ratus

tiga puluh tga rupiah).

'Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
 direncanakan sebesar Rp960,223.500 (sembilan ratus enam puluh juta dua

ratus dua puluh tige ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp462.519.071.205 (empat ratus enam puluh dua
miliar lima ratus sembilan belas juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima
rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
¢, belanja modal pedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
e. belanja modal aset tetap lainnya.
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta
rumah).
| Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl10.944.079.526 (seratus sepuluh miliar




sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu lima
ratus dua puluh enam rupiahy).

1

-_"= lanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

" huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl66.869.018.010 (seratus enam puluh
- juta delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan belas ribu

sepuluh rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf d direncanakan sebesar Rp179.862.658.040 (seratus tujuh puluh
_~:-4 bilan miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus lima puluh
" delapan ribu empat puluh rupiah).

1] Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

' huruf e direncanakan sebesar Rp2.943.315.629 (dua miliar sembilan ratus
empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh

sembilan rupiahj.

LT

Pasal 10
nggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢
rencanakan sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdin
as belanja tidak terduga.

Pasal 11
}} Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
.' ‘direncanakan sebesar Rp566.212.585.054 (lima ratus enam puluh enam
miliar dua ratus dua belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima
puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan,
9| Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
| direncanakan sebesar Rp541.012.585.054 (lima ratus empat puluh satu
miliar dua belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima puluh empat
rupiah).
-‘ Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
. direncanakan sebesar Rp25.200.000.000 (dua puluh lima miliar dua ratus
& juta rupiah).

Pasal 12




ggaran pembiavaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar

penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

pearan penerimaan pembiayaan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 12
ruf a direncanakan sebesar Rp390.000.000.000 (tiga ratus sembilan puluh
miliar rupiah), yang terdiri atas :

. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pasal 14
Selisth antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar
Rp210.000.000.000 {dua ratus sepuluh miliar rupiah),
Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp285.000.000.000 {dua ratus delapan puluh lima miliar rupiah).

Pasal 15

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu vang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2022,

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/fatau kejadian

luar biasa:

b, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
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c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.
} Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau
masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1, Lampiran 1 Ringkasan APBD vyang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayvaan;

2, Lampiran |l  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran llI Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiavaan;

4, Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut

UrusSan

pemerintahan daerah, organisasi, program beserta
hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan
beserta keluaran;

5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja dan Kesesualan Menurut
Urusan Pemernintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,

B, Lampiran VI  Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VIl Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan APBD;
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& Lampiran VIl Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;

9. Lampiran  IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan
Program Prioritas Daerah;

Pasal 17
ubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemjabaran Anggaran
ndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan
rasional pelaksanaan.

Pasal 18
raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setinp orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
turan Gubernur dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

jundangkan di Tanjungpinang
da tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

LAMIDI
LEMBARAN DAERAH PROVINS] KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR

OREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU:



L | REnCangen Pyrmwan Daeah
Frivvrm Kegulavan Raau
Momor
Tendggal
PROVINSI KEPULALAN REAL
RINGHASAN APED YAMG DIKLASIFIBLASE MENURUT HELOMPOE DAN JEMIS PEMDARATAN,
BELARA, DM PEMBLAYAAN
TAHUN ANGGARAM 2022
Kode | Uraian Jasmiah
4 PFENDAPATAN DAERAH
&l PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.348.493 617641
[43m Pajak Cagran 115204130181
la1o2 atsibu Dageah 63304 479 4B0
4103 Hasil Pargelotan Leeayvaan Deerab yang Doisabhan 801 500000 500
PRI Lairy-Libm PAD yang Sah 188125 DO0.000
a2 PENDAPATAN TRANSFER FRELETE LR ]
42400 Ferdapatan Trarmfer Remarintah Pusat L1355 LAGE
a3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YAMNG 5AH 1.267.950.000
4500 Pendapaian Hibah 1261050 000
Jumish Pendapatan 3.480.233.080.509
5 BELAMNIA
5.1 BELAMNIA OPERAS] LIRS ITR.T26. 246
5101 Deldrja Fegasdi ARAREE TSN EE]
3k Dalang Bararg dan Jasa 1375 B8 280 BEQ
51405 Bestiys Burga 5,00 DO0L0G0
3105 feelacijn Hilsaky B4 298 514557
s Eelemja Bartuam Soaial <685 314352
5.2 BELABMIA MODAL ABALTHN. TERI0
52 Balanja Medal Tarah 1 GO0 BO0D00
5.2.02 Befarja Modal Peralatan dan Mean TTRICLETIONE
5203 Delarps Mottal Gedung dan Bargunien 185 B S0E A5
5304 Bestarya Mogs lalar. Janngan, dan igde 181.141.917.786
£20% Belaryja Mossl At Tean Lainrya 2R3 061 S5
53 BELAMIA TIDAK TERDUGA 0000000, 000
L300 Selanjn Tefak Terduga A0 D00 DOM000
5.4 BELANIA TRAMSFER S66. 212 5885 054
L4 Hglanja Bagi Hazs 541.0702 585,054
bang Eelarja Banbuan Keuangan 5,200 Do0.000
Jurnish Belanja 1AT0.970 080,509
Tatal Saurplusy [Defising (290000 500U000)
i PEMEIATAAN
L8] FENERIMARN PFEMBELAYAAN TR0000.00:0,000
i1 Sira Lebib Pestutumgen Anggeran Tehun Sebspbameys 20000000000
&4 Penecimaan Bingaman Deerah T 2600 B0 (D)
Fumnish Penerimaan Pemblayaan 190, GO0.000. 000
Jumiah Pengeluaran Pembilayasn 1]
Pembiayaan Hetto 190000, 000, 0K
6.3 Sisa Lebih Pembiaysan Anggaran Daerah Tahun Barkenaan o

Gubernur Kepulsuan Riau

dnsar Ahmard




